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dalam Penguatan kedudukan, Penguatan Wewenang, dan Penguatan dalam 

Aturan. 

4.2. Saran 

1. Memperkuat Komnas HAM dari segi bentuk dan kedudukan yaitu dari segi 

independensi. Agenda penguatan dilakukan dengan memperbaiki sistem 

rekruitmen dari sistem fit and proper test menjadi sistem penunjukan 

partisipatif dan berimbang.  

2. Memperkuat Wewenang Komnas HAM yaitu memberikan wewenang 1). 

Membentuk Tim Penilai Tolak Ukur Kepatuhan Rekomendasi, 2). Membuat 

rekomendasi yang mengadopsi pada rekomendasi yang dikeluarkan 

Ombudsman, 3). Diberikannya wewenang Pemanggilan Paksa (Subpoena), 

4). Memberikan kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

kepada Komnas HAM. 

3. Memperkuat Aturan dari Komnas HAM yaitu dengan cara membuat 

Perarturan Perundang Undangan yaitu Undang-Undang sendiri yang 

mengatur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 
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